



Sumber Hukum dalam Menetapkan Status Bagi 
Mafqud Oleh Hakim Pengadilan Agama 
 
 




 Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum yang 
digunakan sebagai asas pandangan hakim di pengadilan agama di 
Indonesia untuk menetapkan status hukum bagi mafqud (orang yang 
hilang) dalam kepentingan dalam kasus pewarisan di Pengadilan 
Agama Kediri dan Yogyakarta adalah hukum materi dan hukum 
formil yang diberlakukan untuk proses di Peradilan Agama. Adapun 
sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam 
memutuskan status mati bagi mafqud di Pengadilan Agama Kediri 
adalah istishhab, maslahah dan Pasal 165 HIR jo pasal 1867 
KUH Perdata. 
 





Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur segala 
perbuatan manusia, baik itu hukum yang mengatur tentang 
hubungan manusia dengan Allah (ibadah) maupun hukum 
yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia 
(muamalah).1 Di antara hal yang juga diatur dalam hukum 
Islam adalah hukum tentang mafqud. Berkaitan dengan mafqud 
ini, dalam bidang kewarisan misalnya, setidaknya ada dua hal 
yang diatur oleh hukum Islam, pertama adalah kedudukannya 
sebagai orang mewariskan harta (pewaris) dan orang yang 




Berkenaan dengan permasalahan kewarisan yang 
berkaitan dengan mafqud, diperlukan adanya penyelesaian 
yang khusus. Khusus dalam arti, bahwa untuk menyelesaikan 
persoalan tersebut dibutuhkan cara yang berbeda dengan 
kasus biasa, seperti dalam menentukan orang-orang yang 
berhak menerima warisan (ahli waris) dari harta mafqud, 
menentukan ahli waris yang mewaris bersama mafqud, dan 
menentukan status hukum tentang hidup atau matinya 
mafqud,baik posisinya sebagai pewaris maupun sebagai ahli 
waris. Lebih lanjut, dalam menentukan status hukum hidup 
dan matinya mafqud tidak bisa dilakukan oleh sembarang 
orang. Hak untuk menentukan apakah mafqud itu diberikan 
status mati atau hidup adalah hak khusus yang diberikan 
kepada hakim. Khsusus warga negara yang beragama Islam di 
Indonesia, penyelesaian permasalahan pewarisan yang 
berkaitan dengan mafqud, merupakan hak dari hakim di 
lembaga Peradilan Agama R.I. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 
tentang perubahan perta UU Nomor 7 Tahun 1989, yakni 
pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat; d. hibah; e. 
wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. 
Untuk menentukan dan menetapkan status hukum bagi 
mafqud, apakah masih dalam keadaan hidup atau sudah mati 
tentunya para hakim di pengadilan agama menggunakan 
sumber hukum seabagai dasar status hukum bagi mafqud, baik 
itu sumber hukum yang disepakati maupun sumber hukum  
yang tidak disepakati oleh ahli ushul fiqh. Selain itu, para 
hakim di pengadilan agama juga menggunakan dasar hukum 
lain yang berlaku di Indonesia yang dapat digunakan oleh 






Sumber Hukum dalam Islam 
Sumber hukum dalam Islam disebut dengan sumber 
hukum syara atau juga dikenal dengan dalil hukum syara‟. 
Dengan demikian, sumber hukum syara‟ adalah dalil hukum 
syara yang dijadikan sebagai asal usul suatu hukum syara‟.2  
Terdapat klasifikasi sumber hukum dalam Islam 
menurut ulama ushul fiqh, yakni sumber hukum yang 
disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan. Adapun 
yang termasuk sumber hukum yang disepakati adalah 
Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas. Keempat sumber hukum 
tersebut digunakan secara berurutan dalam menemukan 
hukum sebagaimana urutan tersebut.3 Dengan demikian, 
dapat difahami bahwa ketika suatu permasalahan hukum 
ditemukan, maka sumber pertama yang dijadikan dasar 
penetapan hukum adalah Alquran. Kemudian jika tidak ada 
dalam Alquran, maka merujuk kepada Sunnah, lalu kepada 
ijma dan dan qiyas. 
Oleh karena riset ini berkaitan dengan pewarisan, perlu 
dikemukakan beberapa contoh dari sumber hukum yang 
empat itu yang mana berkenaan dengan pewarisan. Sumber 
hukum tentang kewarisan dari Alquran terdapat pada Q.S. al-
Nisa ayat 7, 11-12 dan 176. Selanjutnya, dalil  hukum yang 
berasal dari Sunnah, misalnya riwayat Imam Bukhari dalam 
buku Sahih Bukhari, hadis nomor 6723 sampai nomor 6771, 
dan riwayat Imam Muslim dan buku Sahih Muslim, hadis 
nomor 1614 sampai nomor 1619. Berikutnya, misal aturan 
pewarisan yang bersumber dari ijma adalah ketentuan yang 
menyatakan bahwa bagian warisan untuk dua anak 
perempuan sama dengan bagian yang diterima oleh tiga atau 
lebih anak perempuan,4 dan ketentuan bahwa para saudara 
yang dimaksud dalam ungkapan ikhwah dalam Q.S. al-Nisa 
ayat 12 dan 176 adalah saudara sekandung, saudara sebapak 
dan saudara seibu.5 
Sementara itu, sumber hukum yang terkategori tidak 




(sahabat Nabi SAW), istishlah, istihsan, „urf dan Istishhab, 
serta mashlahah mursalah.6 
 
Sumber hukum bagi Hakim di Peradilan Agama R.I 
Dijelaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, 
yang merupakan perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 
1987 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud 
dengan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 
mengenai perkara tertentu (pasal 2). Adapun sumber hukum 
yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan rujukan oleh 
hakim pada pengadilan agama terdiri atas hukum materil dan 
hukum formal. Selanjutnya, Hukum Materil Peradilan Agama 
adalah hukum Islam yang seringkali didefinisikan sebagai 
fiqh, yang tentunya tidak terhindar dari perbedaan pendapat.7  
Hukum Materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan 
merupakan hukum positif dan masih tersebar dalam berbagai 
kitab fiqh karya ulama. Oleh karena fuqaha penulis kitab-
kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering 
menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah 
yang sama. Untuk mengeleminasi perbedaan tersebut di satu 
sisi dan adanya kesamaan disisi lain, dikeluarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur hukum tentang 
perkawinan, talak dan rujuk.  
Setelah beberapa waktu, Undang-Undang ini 
ditindaklanjuti dengan surat yang diterbitkan biro Peradilan 
Agama dengan Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958, 
yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 1947 terkait Pembentukan Peradilan Agama di luar 
Jawa dan Madura. Dalam surat biro peradilan tersebut 
dinyatakan, bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum 
materil dalam memeriksa dan memutus perkara, Peradilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah dianjurkan agar merujuk pada 




Syarqawi „Ala al-Tahrir, Hasyiyah Qalyubi wa Umairah „ala al-
Mahalli, Fathul Wahab, Tuhfah al-Muhtaj, Targhib al-
Musytaq, Qawanin Syari‟ah Li Sayyid bin Yahya, Qawanin 
Syari‟ah Li Sayyid Shadaqah, Syamsuri Li Faraid, Bughyah Al-
Musytarsyidin, Al-Fiqih Al Madzahib Al-Arba‟ah, dan 
Mughni Al-Muhtaj.8 
Selain sumber hukum di atas, terdapat pula sumber 
hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara 
perkawinan, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di 
Indonesia. Bahkan, sesuai dengan INPRES RI No. 1 Tahun 
1991,  KHI tidak hanya dijadikan rujukan hakim di Peradilan 
Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan, tapi  juga 
untuk perkara waris, waris, wasiat, hibah dan wakaf. Selain 
itu, juga terdapat sumber hukum lain, yakni. 
Hukum formil atau hukum prosedural atau hukum 
acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah 
hukum acara yang juga diberlakukan pada lingkungan 
Peradilan Umum, kecuali perihal yang telah diatur secara 
khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sumber hukum acara 
yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Umum juga untuk 
lingkungan Peradilan Agama adalah berikut9: a) Peraturan 
Acara Perdata/Reglement op de Burgerlijk Rechsvordering 
(B.Rv):  hukum acara untuk penduduk golongan Eropa yang 
berperkara di depan dewan hakim (Raad van Justitie) dan 
Residentie gerecht. b) Inlandsch Reglement (IR): hukum 
acara untuk pribumi asli dan penduduk Timur Asing yang 
berada di Jawa dan Madura. c) Het Herzience Indonesie 
Reglement (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang 
diperBaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 
Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44. d) Rechtsregelement 
Voor De Buitengwesten/Peraturan hukum acara untuk 
orang luar barat (R.Bg). e) Burgerlijk Wetboek Voor 




tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 
1993. f) Wetboek van Koophandel (WvK): Kitab Undang-
undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara 
dalam peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 
272, 273, 274 dan 275. Selain itu, terdapat juga hukum acara 
perdata terkait kepailitan dalam Stb. 1906 nomor 348. g) 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara 
perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa 
Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-
205 R.Bg. h) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan Kehakiman. i)  Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 
tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan 
kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung R.I. j) 
UU No. 8 Tahun 2004 tentang susunan dan kekuasaan 
Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur 
beracara. k) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut. l) Undang-
undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama. m) UU No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf. n) UU No. 9 Tahun 2016 tentang perbankan 
syariah. o) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi 
Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari 
tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf. p) 
Yurisprudensi: pengumpulan yang sistematis dari keputusan 
Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang 
diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial 
yang sama. q) Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dan r) 
Doktrin atau Ilmu Pengetahuan. 
Diskursus fuqaha tentang status mafqud 
Kata mafqud menurut bahasa berarti “orang yang hilang. 
Padahal, sebenarnya dalam tata bahasa arab kata mafqud 
merupakan kata yang bentuknya adalah isim maf’ul (yang 




Kemudian menurut istilah, mafqud dapat diartikan dengan 
“orang yang menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya 
tentang tempat keberadaaanya, dalam keadaan hidup atau 
sudah meninggal.11 Sementara itu, menurut Imam al-
Sarakhsy, yang disebut dengan mafqud adalah orang yang 
hilang yang dapat dihukumi sebagai orang hidup sesuai 
hukum asalnya yakni hidup sebelum menghilang.  Selain itu, 
dapat pula dihukumi mati karna mempertimbangkan harta 
benda dan keluarganya.12 Penetapan mati secara hukum bagi 
mafqud dilakukan agar harta yang ditinggalkan bisa dipindah 
alihkan kepemilikannya kepada keluarganya. Dengan begitu, 
harta yang dititipkan kepada mafqud tidak terbengkalai 
pengurusannya. 
Jika dikaitkan dengan perihal pewarisan, status mati dan 
hidupnya orang yang hilang berdampak kepada hak orang 
lain, misalnya hak kepemilikan harta dan hak cerai bagi 
istrinya. Ketika mafqud dihukumi masih hidup, maka hartanya 
tidak dapat diberikan orang lain (sebagai wasiat) atau 
diwariskan kepada sanak keluarganya dan berakibat kepada 
perolehan hak mewaris bagi keluarganya pada waktu mafqud  
di posisi sebagai ahli waris.13 
Pembahasan mafqud, dalam kaitannya dengan bidang 
pewarisan dibagi menjadi dua, yakni: pertama, kasus dimana 
mafqud merupakan bagian ahli waris dari beberapa ahli waris 
lain dari sanak keluarganya. Pada kasus ini, mafqud akan tetap 
menjadi bagian dari ahli waris selama belum ada penetapan 
hakim tentang status kematian baginya Kedua, kasus yang 
mana mafqud adalah orang yang memiliki harta dan terdapat 
sanak keluarga yang merupakan ahli darinya. Terkait kasus 
tersebut, harta yang ditinggalkan oleh mafqud tidak dapat 
dibagikan kepada sanak keluarga ataupun yang lain, baik 
sebagai warisan maupun seabgai wasiat jika mafqud belum 
ditetapkan kematiannya secara hukum oleh hakim. 
Berkenaan dengan permasalahan di atas, para imam 




menentukan status mati secara hukum bagi mafqud. Adapun 
rincian perbedaan tersebut dapat terlihat dari penjelasan 
berikut ini: 
Pertama;Hanafiyah memeberikan penjelasan bahwa 
mafqud dapat dihukumi sudah meninggal dunia jika terdapat 
tanda-tanda kematiannya, baik melalui kabar berita ataupun 
lainnya. Selain itu, status mati hukmi bagi mafqud dapat 
ditetapkan berdasarkan pada suatu masa dimana sudah tidak 
ada lagi seorangpun yang umurnya berdekatan dengan mafqud 
tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, jika 
tidak mudah untuk menemukan seseorang yang sepadan 
umurnya dengan mafqud, maka umur rata-rata orang yang 
hidup di bawah masanya dapat dijadikan patokan dalam 
menetapkan status mafqud baik status matinya ataupun 
hidupnya.14 Selanjutnya, terkait syarat dalam penetapan status 
mafqud, terdapat ikhtilaf pandangan ulama Hanafiyah batas 
waktu penetapan tersebut. Menurut Abdul al-Malik al-
Majisyun, penetapan status kematian mafqud dapat dilakukan 
ketika umurnya sudah mencapai 90 tahun, sedangkan al-
Hasan bin Ziyad berpandangan bahwa penetapan status 
tersebut diberlakukan ketika mafqud sudah berumur 120 
tahun.15 
Walaupun di atas dijelaskan bahwa penetapan status 
hukum bagi kematian mafqud harus bergantung pada batas 
rata-rata umur orang-orang yang sebaya dengan mafqud, tapi 
tidak menjadikan pendapat hakim sebagai landasan 
penetapan tersebut. Hal ini karena pendapat hakim tentang 
batasan umur rata-rata manusia akan berbeda baik 
disebabkan adanya sifat subjektifitas hakim ataupun karna 
perbedaan asal negara.16 
Kedua; Malikiyah berpendapat bahwa jika ada 
seseorang yang sudah beristri menghilang  di negara 
berpenduduk muslim, tanpa diketahui keberadaannya dan 
tidak dalam keadaan konflik, dapat ditetapkan kematiannya 




demikian, setelah kehilangan orang tersebut mencapai waktu 
4 tahun, istrinya bisa mengajukan perceraian kepada wali 
mafqud dan harta mafqud dapat dibagikan kepada ahli 
warisnya. Pendapat seperti ini berdasarkan kepada penetapan 
hukum oleh Umar bin Khattab tentang seorang laki-laki yang 
hilang. 
عه سعيد ته المسية أن عمر ته الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر 
تحل ثم وعشرا أشهر أرتعة تعتد ثم سىيه أرتع تىتظر فإوها هى أيه  
Selain pendapat di atas, sebagian Malikiyah, yakni Ibnu 
al-Qasim, membagi mafqud menjadi tiga macam,yaitu: a) 
orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya. Untuk 
mafqud seperti ini, seorang imam (pemerintah daerah) dapat 
memeriksa perkaranya dan kemudian dapat menetapkan 
status kematian mafqud secara hukum setelah waktu hilang 
sudah 4 tahun. b) orang hilang yang membantu kaum muslim 
memerangi musuh. Mafqud semacam ini tidak boleh dinikahi 
istrinya dan diwarisi hartanya sampai ada pengumuman 
tentang keberadaannya. c) orang hilang dalam peperangan 
antara umat Islam. Dalam kasus mafqud demikian, istrinya 
dan status hukum tentang kematiannya ditangguhkan sampai 
waktu tertentu sesuai dengan hasil ijtihad hakim.17  
Ketiga; Syafiiyah memberikan pandangan terkait hukum 
orang yang hilang. Menurut mereka bahwa hakim dapat 
menetapkan status hukum wafat bagi orang yang hilang 
setelah umur orang tersebut mencapai 90 tahun, atau umur 
rata-rata manusia yang semasa dengannya di negara asalnya. 
Adapun menurut pendapat yang kuat dinyatakan bahwa tidak 
ada batasan umur untuk menetapkan status mati hukmi bagi 
mafqud. Jadi, jika ada yang mengajukan penetapan hukum 
bagi orang yang menghilang kepada hakim, maka ia berhak 
melakukan ijtihad terkait status hukum tersebut setelah tidak 
ada lagi orang yang sama umurnya dengan mafqud yang masih 
hidup.18 
Keempat; Hanabilah memberikan pendapat terkait 




keadaan waktu hilangnya, dapat dikategorikan menjadi dua, 
yaitu: a) orang yang hilang pada waktu keadaan yang dapat 
berakibat kematian, seperti orang pada kecelakaan yang 
terjadi pada suatu rombongan yang hampir semua 
penumpangnya wafat. Dalam keadaan semacam demikian, 
status hukum orang yang hilang ditangguhkan selama 4 
tahun, dan jika sampai 4 tahun tidak kabar keberadaannya, 
hartanya bisa dibagikan kepada ahli warisnya dan istrinya 
melakukan iddah wafat. b) orang  yang hilang ketika keadaan 
dalam keadaan aman,  seperti bepergian untuk berniaga, 
mencari ilmu dan jalan-jalan. Terkait mafqud seperti ini, 
Hanabilah berpendapat bahwa hartanya tidak bisa diberikan 
kepada ahli waris dan istrinya tidak dapat dinikahi sampai ada 
keputusan dari hakim tentang kematiannya. Sementara itu, 
ada juga pendapat lain dari sebagian hanabilah yang 
mengatakan bahwa status hukum tentang mafqud 
ditangguhkan sampai umur mencapai 90 tahun. apabila 
sampai umur sekian masih belum ada kabar beritanya, maka 
status hukumnya diserahkan kepada hasil ijtihad hakim.19 
Dari penjelasan yang diberikan ulama mazhab fiqh di 
atas, bahwa waktu penangguhan untuk ditetapkannya status 
hukum bagi mafqud adalah 60 tahun sampai 120 tahun, dan 
atau 4 tahun dan ditambah masa iddah wafat, yakni 3 bulan 
10 hari. Selain itu, penetapan tentang status hukum bagi 
mafqud apakah dihukumi mati atau hidup merupakan 
wewenang yang diberikan kepada hakim. 
 
Otoritas Hakim Pengadilan Agama R.I.  
Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 yang 
merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama 
memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam. Adapun perkara yang 




Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Waris, Wasiat, Hibah, 
Ekonomi Syariah. Di samping itu, Pengadilan Agama 
mempunyai otoritas memberikan keterangan, pertimbangan 
dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di 
daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan 
penetapan kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat 
dan waktu sholat serta tugas dan hak lain sesuai peraturan. 
Adapun penjelasan mengenai perkara yang termasuk ke 
dalam wewenang Pengadilan Agama baik menurut UU No. 7 
Tahun 1989 dan UU perubahannya, yakni UU No.3 Tahun 
2006, adalah sebagai berikut: 
Dalam perkara perkawinan, wewenang Pengadilan 
Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang 
mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut 
syari‟ah, di antaranya: 1) Ijin beristeri lebih dari seorang; 2) 
Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum 
berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga 
dalam garis lurus ada perbedaan  pendapat; 3) Perceraian 
karena talak; 4) Pencegahan perkawinan; 5) Penolakan 
perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6) Pembatalan 
perkawinan; 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau 
isteri; 8) Dispensasi kawin; 9) Gugatan perceraian; 10) 
Penyelesaian harta bersama; 11) Ibu dapat memikul biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak pada saat bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 12) 
Pencabutan kekuasaan wali; 13) Penguasaan anak-anak;  14) 
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh 
suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban 
bagi bekas isteri; 15) Putusan tentang sah tidaknya seorang 
anak;16) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
17) Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan 
anak berdasarkan hukum Islam; 18) Putusan tentang hal 
penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campur; 19) Pernyataan tentang sahnya 




tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain; 20) Penunjukan orang lain sebagai wali 
dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 21) Penunjukan 
seorang wali perihal seorang anak yang belum cukup umur 
delapan belas tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, tanpa 
ada penunjukan wali oleh orang tuanya; dan 22) Pembebanan 
kewajiban ganti kerugian terhadap harta benda anak yang ada 
di bawah kekuasaannya.20 
Dalam perkara pewarisan, berasaskan pada interpretasi 
Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi tugas dan 
wewenang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: a) 
Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; b) Penentuan 
mengenai harta peninggalan; c) Penentuan bagian masing-
masing ahli waris; d) Melaksanakan pembagian harta 
peninggalan tersebut; dan e) Penetapan Pengadilan atas 
permohonan seseorang mengenai penunjukan pihak yang 
menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. 
Di samping hal-hal di atas, berdasarkan pasal 107 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang 
untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta 
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang 
beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.21 
 Berkaitan dengan perkara dalam hal wasiat, wewenang 
Pengadilan Agama termuat dalam penjelasan pasal 49 huruf 
C pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama,  
dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang 
memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan 
hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia.” Akan tetapi, Undang-Undang tersebut 
tidak mengatur lebih jauh mengenai perkara wasiat. 




Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada bab V, dalam 16 
pasal22. 
Definisi tentang hibah dalam Penjelasan pasal 49 huruf  
“d” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah 
“pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 
dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau 
badan hukum untuk dimiliki.” Ketentuan yang menjelaskan 
perihal hibah diatur secara garis besar pada bab  VI dalam 
KHI. Dalam bab tersebut dipaparkan secara garis besar 
tentang  subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah 
dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua 
kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli 
waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik 
Indonesia. 
 Penjelasan pasal 49 huruf  “d”  Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, menjelaskan bahwa “perbuatan 
seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah.” Penjelasan 
tersebut menggambarkan maksud dari apa yang disebut 
dengan wakaf. Ketentuan lebih luas yang berkaitan dengan 
wakaf dipaparkan dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, 
yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur 
tentang ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, 
benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; 
fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta 
bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-
syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran 
benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan 
benda wakaf. Adapun perwakafan tanah milik, diatur secara 
khusus oleh Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, 





Perihal zakat, sebagai bagian dari  perkara wewenang 
Pengadilan Agama, telah telah tercantum regulasinya dalam 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaran  Negara 
Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun 
kandungan dari Undang-Undang ini, secara garis besar yaitu: 
Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam 
bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan 
pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan 
pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; 
pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan 
pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi 
pengelolaan zakat. 
 Infaq dalam  penjelasan  Pasal 49 huruf “g” Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan 
seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, 
mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau 
menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa 
ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata‟ala.” Sementara 
itu, dalam Pasal 1 poin 1 pada UU Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan ZIS, bahwa infaq adalah  harta yang 
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat 
untuk kemaslahatan umum. Untuk menyelesaikan perkara 
yang diajukan kepada Pengadilan Agama tentang infaq, 
dirujuk aturan infaq yang termuat dalam UU Nomor 23 
Tahun 2011 tentang ZIS. 
Ekonomi syari‟ah diartikan dengan: “Perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
syari‟ah.” Kewenangan Pengadilan Agama terkait perkara 
ekonomi syari‟ah di antaranya adalah: 1) Bank Syari‟ah; 2) 
Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah; 3) Asuransi Syari‟ah; 4) 
Reasuransi Syari‟ah; 5) Reksadana Syari‟ah; 6) Obligasi 
Syari‟ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari‟ah; 7) 




Syari‟ah; 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari‟ah; dan 
11) Bisnis Syari‟ah. 
 
Penetapan Status Hukum Orang Hilang oleh Hakim 
dalam Perkara Waris 
Penetapan merupakan produk dari hakim di lembaga 
peradilan. Secara istilah, penetapan hakim dapat diartikan 
dengan keputusan pengadilan atas perkara permohonan 
(volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi 
nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat 
nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction 
valuntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena 
pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan 
hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata 
“mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata 
“menetapkan”.23 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 UU 
Nomor 7 tahun 1989 bahwa penetapan dan putusan 
Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan yang 
tidak diucapkan ketika persidangan yang tertutup maka 
penetapan tersebut dapat disebut dengan penetapan yang sah 
menurut hukum. Di antara produk hukum dari Pengadilan 
Agama adalah penetapan tentang perkara pewarisan. 
Dalam penelitian ini, penetapan yang dijadikan bahan kajian 
adalah penetapan tentang perkara pewarisan dari hakim 
Pengadilan Agama Kediri dengan nomor 
0098/Pdt.P/2014PA.Kdr., dan penetapan ini dijatuhkan 
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 
Kamis, tanggal 8 Januari 2015 M., yang  bertepatan dengan 
tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. Penetapan tersebut 
merupakan penetapan hakim Pengadilan Agama yang 
berkaitan dengan status seseorang yang menghilang (mafqud). 
Penetapan hakim Pengadilan Agama Kediri tersebut di 




permohonan tanggal 31 Oktober 2014 tentang permohonan 
penetapan orang hilang (Mafqud) bernama FULAN BIN 
MAT SA‟RONI dan permohonan tersebut telah terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register 
perkara Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr., tanggal 03 
Nopember 2014 dengan perubahan olehnya sendiri tanggal 3 
Desember 2014. 
Perihal yang dijadikan pertimbangan atau yang 
dijadikan sumber hukum oleh hakim untuk mengeluarkan 
sebuah penetapan di atas adalah pandangan fuqaha yang 
menyatakan bahwa status orang yang hilang (mafqud) harus 
mengacu kepada hukum asalnya sampai ada petunjuk yang 
mengatakan hukum lain. Kaidah ini dalam ilmu ushul fiqh 
dikenal dengan istishhab. Dengan demikian, status hukumnya 
adalah mafqud dianggap masih hidup. Hal ini karena, sebelum 
menghilang mafqud adalah orang yang hidup. Akan tetapi, jika 
status hidup mafqud tersebut dapat merugikan orang lain, 
maka hakim berwenang untuk mencarikan dasar 
pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk 
menetapkan status mati bagi mafqud. 
Terkait kasus nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr., 
hakim menggunakan beberapa pertimbangan, yakni; a) 
tenggang waktu lamanya orang mafqud pergi atau kadaluarsa 
umur; b) bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat, 
yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. 
Adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah berupa surat-surat 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan 
bermaterai. Bukti surat ini dapat diteima sebagai bukti yang 
sah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo pasal 1867 
KUH Perdata. Selain itu, adapula bukti lain, yakni keterangan 
saksi-saksi, yakni Abdul Rosyd dan Ahmad Ja‟is yang 
menyatakan bahwa mafqud (SAUDARA TERMOHON BIN 
MAT SA‟RONI) sering pergi keluar rumah dari tahun 1980, 
atau sejak umurnya 18 tahun sampai sekarang (tahun 2014) 




bahwa mafqud sudah menghilang selama 35 tahun. Sementara 
itu, dalam kurun waktu tersebut, banyak terjadi peristiwa luar 
biasa, berupa bencana alan, yang menimbulkan banyak 
korban jiwa. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, hakim 
Pengadilan Agama Kediri menetapkan bahwa mafqud 
(SAUDARA PARA PEMOHON) ditetapkan sudah 
meninggal dunia menurut hukum.  
Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa penetapan tentang meninggal dunianya mafqud, karena 
ada bukti-bukti yang dijadikan dasar hukum sebuat 
penetapan yang dilakukan oleh hakim, berupa bukti otentik 
dan keterangan saksi. Selain itu, ada juga hal lain yang 
dijadikan dasar hukum, yakni kepergian dan hilangnya mafqud 
sudah mencapai waktu yang menurut fuqaha dapat dijadikan 
dasar pertimbangan hakim untuk memberikan status mati 
bagi mafqud. Di tambah lagi, dasar pertimbangan sebagai 
sumber hukum dalam penetapan tersebut adalah maslahah 
bagi sanak keluarga mafqud dan harta benda yang meupakan 
hak milik dari mafqud. Hal ini terlihat dari pengajuan perkara 
hilangnya seseorang kepada Pengadilan Agama Kediri yang 
dilakukan oleh sanak saudaranya.  
 
PENUTUP 
Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu: 
pertama, pendapat para imam mazhab menyatakan bahwa 
batas umur yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan 
status kematian secara hukum bagi mafqud adalah 60 tahun, 
70 tahun, 90 tahun dan 120 tahun. kedua, sumber hukum 
yang dijadikan dasar penetapan status mati secara hukum 
oleh hakim Pengadilan Agama pada kasus perkara nomor 
0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr. adalah: istishhab, maslahah dan 
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